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ABSTRACT

This study aims to show how the literature constructs mahr as a right, obligation, value,
payment, deferral, and debt in Islamic marriage, and to interpret the signs and practices
representing these obligations through Peircean semiotics from a socio-cultural
accounting perspective. The data were drawn from Scopus-indexed literature searched
on 13 August 2026 using title, abstract, and keyword fields. The final search identified
31 documents, which were screened using eight inclusion and exclusion criteria,
resulting in 14 full-text articles that met the eligibility criteria and were included in the
final analysis. The study employed a systematic integrative review involving data
extraction and integrative synthesis, followed by Peircean semiotic analysis using the
sign—object—interpretant relationship. The findings show that mahr is constructed as a
woman’s economic right tied to the giver’s obligation and characterized by specific
values and fulfillment mechanisms. Deferral does not automatically constitute debt;
unpaid and outstanding represent unresolved obligations, whereas debt is constructed
when the literature explicitly employs terms such as debt, binding debt, or creditor—
debtor relationships. The semiotic analysis identifies four clusters of meaning:
obligation formation, fulfillment and temporality, continuity of obligation, and
representation and settlement. From a socio-cultural accounting perspective, these
findings demonstrate that economic obligations may acquire meaning and binding force
through social relations, religious norms, and the institution of marriage. This study
proposes understanding mahr debt as a value-bearing relational obligation, rather than
merely as a formal financial liability.

Keywords: deferred mahr; economic obligation; mahr debt; Peircean semiotics; socio-
cultural accounting.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana literatur mengonstruksi mahar
sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan utang dalam perkawinan
Islam serta menafsirkan tanda dan praktik yang merepresentasikan kewajiban tersebut
melalui semiotika Peirce dalam perspektif socio-cultural accounting. Data penelitian
berasal dari literatur terindeks Scopus yang ditelusuri pada 13 Agustus 2026 melalui
title, abstract, dan keywords. Pencarian final menghasilkan 31 dokumen yang diseleksi
berdasarkan delapan kriteria inklusi dan eksklusi hingga diperoleh 14 artikel full text
yang memenuhi kriteria kelayakan dan dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini

Diterima: 30/08/2026 Direvisi: 05/09/2026, Disetujui: 08/09/2026
08/09/2026


mailto:uswatun.hasanah@utnd.ac.id
mailto:ahmadyudhira@utnd.ac.id
mailto:okiparyogi@utnd.ac.id

238 Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam Vol. 14, No. 2 (September 2026)

menggunakan systematic integrative review melalui ekstraksi dan sintesis integratif,
dilanjutkan dengan analisis semiotika Peirce menggunakan relasi sign—object—
interpretant. Hasil menunjukkan bahwa mahar dikonstruksi sebagai hak ekonomi
perempuan yang berhubungan dengan kewajiban pihak pemberi serta memiliki nilai
dan mekanisme pemenuhan tertentu. Penangguhan tidak secara otomatis menunjukkan
utang; unpaid dan outstanding merepresentasikan kewajiban yang belum terselesaikan,
sedangkan konstruksi utang ditemukan ketika literatur secara eksplisit menggunakan
terminologi debt, binding debt, atau relasi creditor—debtor. Analisis semiotika
menunjukkan empat garis besar makna, yaitu pembentukan kewajiban, pemenuhan dan
waktu, keberlanjutan kewajiban, serta representasi dan penyelesaian. Dalam perspektif
socio-cultural accounting, temuan menunjukkan bahwa kewajiban ekonomi dapat
memperoleh makna dan daya ikat melalui relasi sosial, norma agama, dan institusi
perkawinan. Penelitian ini mengusulkan utang mahar sebagai kewajiban relasional
bernilai (value-bearing relational obligation), bukan sebagai liabilitas finansial formal.

Kata kunci: utang mahar; kewajiban ekonomi; semiotika Peirce; socio-cultural
accounting; systematic integrative review.

1. PENDAHULUAN

Mahar merupakan bagian dari perkawinan Islam yang memiliki dimensi
ekonomi karena berkaitan dengan hak perempuan atas sesuatu yang bernilai
dan kewajiban laki-laki untuk memenuhinya (Jahangir & Bulut, 2025). Mahar
dapat berfungsi sebagai bentuk keamanan ekonomi bagi perempuan karena
memberikan hak atas aset yang diterima dalam perkawinan (Azahari & Ali,
2015). Mahar juga dipahami sebagai pembayaran atau komitmen pembayaran
dari laki-laki kepada perempuan yang melekat pada hubungan perkawinan
(Showkat, 2023). Dalam perkembangannya, mahar bahkan dipandang
memiliki potensi untuk mendukung pemberdayaan finansial perempuan
apabila mekanisme pemenuhannya dirancang lebih efektif. Mahar tidak hanya
memiliki makna religius dalam perkawinan, tetapi juga mengandung
konsekuensi ekonomi karena melibatkan hak, kewajiban, nilai, dan
pemenuhan (Jahangir & Bulut, 2025).

Persoalan ekonomi mahar menjadi lebih kompleks ketika kewajiban
tersebut tidak sepenuhnya dipenuhi pada saat perkawinan. Hak finansial
perempuan atas dower tetap menjadi persoalan ketika perkawinan berakhir
karena perceraian atau kematian suami (Munir, 2022). Keberadaan mahar juga
sebagai instrumen keamanan ekonomi tidak selalu berjalan efektif karena
pengakuan hukum, mekanisme penegakan, dan praktik sosial dapat
memengaruhi kemampuan perempuan untuk memperoleh manfaat ekonomi
yang diharapkan dari mahar (Azahari & Ali, 2015). Kondisi tersebut
menunjukkan bahwa persoalan mahar tidak berhenti pada penetapan jumlah
atau bentuk pemberian, tetapi juga berkaitan dengan keberlanjutan kewajiban,
waktu pemenuhan, serta hubungan antara pihak yang memiliki hak dan pihak
yang bertanggung jawab untuk memenuhinya.

Keberlanjutan kewajiban untuk memenuhi mahar, terutama ketika
pembayarannya ditangguhkan atau belum diselesaikan, membuka ruang untuk
dikaji dari perspektif accounting yang lebih luas. Accounting tidak hanya dapat
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dipahami sebagai prosedur teknis untuk mencatat transaksi dan menghasilkan
laporan keuangan, tetapi juga sebagai praktik yang terbentuk dalam
lingkungan sosial dan institusional tertentu (Potter, 2005). Ruang kajian
accounting juga dapat ditemukan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan
konteks budaya yang membentuk cara individu maupun kelompok memahami
dan menjalankan praktik ekonomi (Jeacle, 2009). Pendekatan interpretatif
dalam accounting selanjutnya memberi perhatian pada bagaimana praktik
accounting memperoleh makna melalui konteks sosial tempat praktik tersebut
berlangsung (Lukka & Modell, 2017). Perspektif ini memungkinkan hak,
kewajiban, nilai, waktu pemenuhan, dan pertanggungjawaban ekonomi
dipahami tidak hanya melalui sistem accounting formal, tetapi juga melalui
relasi sosial yang membentuk keberadaan dan makna tersebut (Potter, 2005).

Pendekatan sosial relevan untuk memahami kewajiban ekonomi yang
lahir dari institusi keagamaan karena agama dapat membentuk praktik
ekonomi, akuntansi, dan pertanggungjawaban (Cordery, 2015; Herda et al.,
2013). Pemaknaan tersebut sejalan dengan konsep amanah yang menempatkan
tanggung jawab dalam hubungan antara pemberi amanah, penerima amanah,
dan amanah yang harus dipenuhi (Mauludimah et al., 2023). Dalam lingkungan
Islam, accountability tidak hanya dibentuk oleh mekanisme administratif
formal, tetapi juga oleh nilai-nilai religius yang memaknai tanggung jawab
(Basri & Siti-Nabiha, 2016). Utang pun tidak sekadar berupa kewajiban
finansial, melainkan juga bagian dari hubungan sosial yang mengandung
interdependensi, kepercayaan, dan kewajiban moral (Guérin &
Venkatasubramanian, 2022; Smith, 2024). Perspektif ini menjadi dasar untuk
memahami kewajiban mahar sebagai fenomena ekonomi yang berkaitan erat
dengan agama, hubungan sosial, dan norma perkawinan.

Kewajiban memiliki dimensi sosial dan ekonomi yang memerlukan
representasi dan pemaknaan. Dalam penelitian interpretif, accounting tidak
hanya merekam realitas, tetapi juga merepresentasikannya melalui inscription
sehingga persoalan ekonomi dan sosial dapat dikenali dan dimaknai (Busco &
Quattrone, 2018). Semiotika Peirce menjelaskan proses tersebut melalui
semiosis, yaitu relasi triadik antara sign, object, dan interpretant. Interpretan
dapat menjadi tanda baru sehingga makna terus berkembang melalui proses
interpretasi (Peirce, 1931, 1977, 1992, 1998). Kerangka ini juga digunakan
untuk memahami makna tanda dalam relasi sosial (Zhang & Sheng, 2017).
Dalam penelitian ini, semiotika Peirce digunakan untuk membaca representasi
kewajiban sebelum ditafsirkan melalui perspektif socio-cultural accounting.

Kajian accounting memaknai mahar sebagai harta, kewajiban atau
utang bagi laki-laki, serta modal dan pendapatan bagi perempuan. Mahar juga
dapat menjadi beban bagi laki-laki atau perempuan ketika sebagian mahar
harus dikembalikan akibat perceraian yang diajukan (Rahman et al., 2019).
Pemaknaan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh
fikih, budaya, dan tradisi (Rahman et al., 2019). Kajian berikutnya secara lebih
spesifik menghubungkan mahar dengan kewajiban pembayaran dengan
mengklasifikasikan mahar yang dibayarkan kurang dari satu tahun sebagai
utang lancar dan pembayaran yang lebih dari satu tahun sebagai utang jangka
panjang (Shoimah et al., 2022). Sementara itu, kajian berbasis budaya
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menunjukkan bahwa penetapan nilai mahar boka dalam perkawinan adat
Buton tidak hanya berkaitan dengan nominal uang, tetapi juga turut dibentuk
oleh status sosial tradisional serta nilai penghormatan, penghargaan, kesiapan,
tanggung jawab, izin, dan restu (Rachmadani, 2023). Perkembangan tersebut
menunjukkan bahwa mahar telah memperoleh tempat dalam penelitian
accounting, baik sebagai kategori ekonomi dan kewajiban maupun sebagai
praktik yang memperoleh makna dari agama dan budaya.

Penelitian terdahulu masih menyisakan ruang konseptual yang belum
dijelaskan. Pembacaan mahar dalam akuntansi syariah sebelumnya dilakukan
dengan menggunakan unsur-unsur accounting dan PSAK 101 sebagai
perangkat analisis untuk memperoleh konsep accounting dalam budaya mahar
(Rahman et al., 2019). Pendekatan lain juga secara langsung menempatkan
mahar ke dalam kategori aset, kewajiban, modal, pendapatan, beban, serta
utang berdasarkan jangka waktu pembayarannya (Shoimah etal., 2022). Di sisi
lain, penelitian berbasis budaya lebih diarahkan pada proses penetapan dan
pemaknaan nilai mahar dalam konteks komunitas tertentu (Rachmadani,
2023). Kajian-kajian tersebut telah memberikan penjelasan penting mengenai
bagaimana mahar dapat dibaca melalui kategori accounting maupun nilai
budaya. Namun, belum terjelaskan secara sistematis bagaimana literatur lintas
disiplin terlebih dahulu mengonstruksi mahar sebagai hak, kewajiban, nilai,
pembayaran, penangguhan, dan utang, serta bagaimana konstruksi tersebut
memperoleh makna sebelum diinterpretasikan melalui perspektif accounting.
Kesenjangan ini menjadi penting karena memungkinkan mahar dipahami dari
realitas dan konstruksi yang melekat padanya terlebih dahulu, bukan langsung
ditempatkan ke dalam kategori accounting yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebaruan penelitian terletak pada integrasi konstruksi kewajiban mahar
lintas disiplin, analisis sign—object—interpretant Peirce, dan interpretasi socio-
cultural accounting dalam satu rangkaian. Pendekatan ini menggeser fokus
dari pemberian kategori accounting pada mahar menuju pemahaman tentang
bagaimana kewajiban bernilai dikonstruksi dalam relasi sosial, religius,
hukum, dan budaya sebelum ditafsirkan melalui perspektif accounting.

Kesenjangan konseptual tersebut menjadi dasar penggunaan systematic
integrative review dalam penelitian ini. Pendekatan integratif memungkinkan
penelitian dengan latar disiplin dan desain yang berbeda disintesis untuk
menghasilkan pemahaman konseptual yang lebih luas tentang fenomena yang
kompleks (Dwertmann & van Kbnippenberg, 2021; Elshach & van
Knippenberg, 2020; Torraco, 2016). Dalam penelitian ini, integrasi literatur
digunakan untuk memahami bagaimana mahar dikonstruksi dalam berbagai
konteks, kemudian semiotika Peirce digunakan untuk membaca representasi
dan maknanya sebelum diinterpretasikan melalui perspektif socio-cultural
accounting. Berdasarkan tujuan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk
menjawab dua pertanyaan: RQ1. Bagaimana literatur mengonstruksi mahar
sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan utang dalam
perkawinan Islam? RQ2. Bagaimana tanda dan praktik yang
merepresentasikan kewajiban mahar tersebut dimaknai melalui semiotika
Peirce dan diinterpretasikan dalam perspektif socio-cultural accounting?
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2. LANDASAN TEORI

2.1. KEWAJIBAN EKONOMI SEBAGAI RELASI SOSIAL

Kajian ini menggunakan teori keterlekatan (embeddedness theory) sebagai
landasan untuk memahami kewajiban ekonomi dalam relasi sosial. Teori ini
memandang tindakan ekonomi tidak berlangsung secara terpisah, melainkan
melekat dalam jaringan hubungan sosial dan institusi yang membentuk
tindakan para pihak (Granovetter, 1985). Pada pembahasan mahar, kewajiban
ekonomi tidak lahir dari transaksi komersial atau hubungan kredit formal,
melainkan dari akad perkawinan yang menempatkan perempuan sebagai
pemegang hak dan laki-laki sebagai pihak yang berkewajiban untuk
memenuhinya. Makna dan daya ikat kewajiban tersebut dibentuk oleh norma
agama, relasi sosial, dan institusi perkawinan. Oleh karena itu, utang tidak
hanya berkaitan dengan jumlah yang harus dibayar, tetapi juga dengan
hubungan dan ketergantungan antara pihak-pihak yang terlibat (Guérin &
Venkatasubramanian, 2022). Keberadaan kewajiban juga dapat bertahan
melampaui pertukaran ekonomi sesaat karena di dalamnya melekat unsur
kepercayaan dan tanggung jawab sosial (Smith, 2024).

2.2. SEMIOTIKA PEIRCE SEBAGAI KERANGKA PEMAKNAAN

Makna terbentuk melalui relasi triadik antara sign sebagai representasi, objek
sebagai sesuatu yang dirujuk, dan interpretant sebagai hasil pemaknaan dalam
semiotika Peirce. Interpretan dapat menjadi tanda baru sehingga membentuk
proses semiosis yang berkelanjutan (Peirce, 1931, 1977, 1992, 1998).
Pemaknaan tersebut selalu berkaitan dengan konteks sosial tempat representasi
tersebut dipahami (Zhang & Sheng, 2017). Dalam penelitian ini, istilah,
dokumen, atau praktik diposisikan sebagai sign; realitas yang dirujuk sebagai
object; dan makna yang terbentuk sebagai interpretant. Kerangka ini
digunakan untuk menelusuri pembentukan makna mahar sebelum
menafsirkannya melalui perspektif socio-cultural accounting.

2.3. SOCIO-CULTURAL ACCOUNTING SEBAGAI PERSPEKTIF
INTERPRETASI

Accounting dapat dipahami sebagai praktik yang tidak terlepas dari lingkungan
sosial dan institusional tempat praktik tersebut berlangsung (Potter, 2005).
Perspektif ini membuka kemungkinan untuk memahami accounting di luar
ruang organisasi formal dan melihatnya dalam praktik kehidupan sehari-hari
yang dipengaruhi oleh kebiasaan budaya masyarakat (Potter, 2005). Dalam
penelitian interpretif, perhatian tidak hanya diarahkan pada keberadaan angka
atau pencatatan, tetapi juga pada cara realitas ekonomi dibentuk dan dimaknai
oleh pihak-pihak yang terlibat (Lukka & Modell, 2017). Perspektif socio-
cultural accounting digunakan setelah analisis semiotik untuk memaknai hak,
kewajiban, nilai, waktu, dan penyelesaian dalam konteks sosial, budaya,
agama, dan perkawinan, bukan untuk mengategorikan mahar sebagai
accounting formal.
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3. METODE RISET

3.1. DESAIN PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan systematic integrative review (SIR) untuk
mengintegrasikan literatur mahar dari berbagai disiplin, konteks, dan
pendekatan (Snyder, 2019; Torraco, 2016). Analisis dilakukan melalui sintesis
konstruksi mahar sebagai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan,
dan utang, kemudian dianalisis menggunakan semiotika Peirce melalui relasi
sign—object—interpretant, dan ditafsirkan dalam perspektif socio-cultural
accounting.
Strategi Penelusuran Literatur

Penelusuran dilakukan melalui Scopus pada 13 Agustus 2026
menggunakan TITLE-ABS-KEY. Pencarian awal dengan istilah (mahr OR
mahar OR "Islamic dower") AND (Islam* OR Muslim* OR marriage OR
marital) menghasilkan 106 dokumen. Pencarian kemudian dipertajam dengan
istilah defer* OR unpaid OR debt OR obligation* OR liabilit* OR payment*
dan menghasilkan 31 dokumen untuk proses seleksi. Pembatasan tahun tidak
diterapkan agar perkembangan konstruksi mahar lintas periode dapat tercakup.

3.2. KRITERIA INKLUSI DAN EKSKLUSI

Kriteria inklusi dan eksklusi ditetapkan untuk memilih literatur yang
memuat informasi substantif dan relevan dengan pertanyaan penelitian.
Kriteria tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek Inklusi Eksklusi

Jenis Article, review, dan full Editorial, book review,

dokumen conference paper yang note, erratum, abstrak

dan akses menyediakan informasi  konferensi tanpa full text,
substantif serta dapat dipahami serta dokumen yang tidak
dan diakses untuk ekstraksi data, dapat dipahami, diakses,
baik dalam bahasa Inggris atau tidak menyediakan
maupun bahasa lain. informasi memadai.

Objek dan Membahas mahr/mahar/dower Membahas dowry, bride

konteks sebagai mahar dalam price, bridewealth, uang

perkawinan Islam/Muslim. adat, atau pembayaran
perkawinan lain yang
bukan  mahr,  serta
penggunaan istilah
mahr/mahar di  luar
konteks perkawinan
Islam, kecuali mahr

dibahas secara substantif.
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Aspek Inklusi Eksklusi

Relevansi Membahas mahar sebagai hak Mahar hanya disebut

substantif ~ dan/atau  kewajiban  bernilai sebagai ritual, simbol,

dan analitis ekonomi serta menyediakan atau latar belakang tanpa
informasi yang dapat diekstraksi pembahasan  substantif,
mengenai makna, nilai, pihak atau informasi yang
yang berhak atau berkewajiban, tersedia tidak memadai
pembayaran, waktu pembayaran, untuk menjawab
penangguhan, utang, pertanyaan penelitian dan
pemenuhan, penyelesaian, melakukan sintesis.
enforcement, atau perubahan
nilai.

Duplikasi Versi publikasi yang paling Publikasi duplikat atau
lengkap dan relevan  versi lain dengan

dipertahankan.

substansi penelitian yang

sama dikeluarkan.

Sumber: Penulis (2026)

Istilah debt tidak digunakan sebagai syarat inklusi agar mahar yang
ditangguhkan tidak sejak awal diposisikan sebagai utang. Artikel tetap
dipertimbangkan apabila memuat informasi substantif mengenai hak finansial,
kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, atau penyelesaian mahar.
Seleksi Artikel

Pencarian menghasilkan 31 dokumen. Setelah satu duplikat dihapus, 30
dokumen menjalani screening berdasarkan judul, abstrak, jenis dokumen,
objek, konteks perkawinan, serta relevansi ekonomi dan kewajiban mahar.
Sebanyak 14 dokumen dikeluarkan: enam tidak membahas mahar secara
substantif, empat berfokus pada pembayaran perkawinan selain mahr, dan
empat berupa book chapter. Dari 16 artikel yang ditelusuri, 2 teks lengkap
tidak dapat diperoleh. Dengan demikian, 14 artikel memenuhi kriteria
kelayakan dan dimasukkan ke dalam analisis akhir. Proses seleksi disajikan
dalam diagram alir PRISMA 2020.
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Gambar 1. Diagram Alir Identifikasi dan Seleksi Artikel

Rekaman yang diidentifikasi dari:

Scopus (n = 31)
Register (n = 0)

Rekaman yang dihapus sebelum
penyaringan:
Duplikat yang dihapus (n = 1)
Pengecualian otomatis (n = 0)
Penghapusan lainnya (n = 0)

h 4

Rekaman yang disaring

I ¥
(n=14)

(n=230)
!

Laporan yang dicari untuk diperoleh

Laporan yang tidak diperoleh
n=2)

(n=16)
|

hd

Laporan yang dinilai kelayakannya

(n=14)

hd

Studi yang disertakan dalam tinjauan
(n=14)
Laporan dari studi yang disertakan
(n=14)

Laporan yang dikeluarkan
(n=0)

Sumber: Diadaptasi dari PRISMA 2020 (Page et al., 2021)

Nomor dokumen dari 31 artikel hasil pencarian dipertahankan sebagai
kode artikel hingga tahap analisis dan tidak dinomori ulang setelah dilakukan
eksklusi. Rincian keputusan seleksi disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Keputusan Seleksi dan Kode Dokumen

Kode Judul ringkas Keputusan Dasar Keputusan
akhir
1 A Set of Prayer Included Mahar Islam menjadi objek
Outfits as a substantif dan membahas nilai
Mahar? ekonomi, hak perempuan, serta
penggunaan mahar.
3 Sompa and Doi Included Sompa dibahas sebagai mahr
Menre in Bugis dan kewajiban religius,
Bone Marriage... termasuk implementasi  dan
penyelesaiannya.
4 Financial Rights Included Membahas mahr sebagai hak
of Woman... finansial, pembayaran tertunda,

jatuh tempo, dan penyelesaian
dalam perceraian atau kematian.
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Kode Judul ringkas Keputusan Dasar Keputusan

akhir

7 Flirting with God  Included Mahr menjadi objek utama dan
in Western dibahas sebagai kewajiban
Secular  Courts: kontraktual serta dalam konteks
Mabhr in the West adjudikasi.

9 Comparing Included Secara substantif membedakan
Dowry System and mahr dari dowry/bride price dan
Mahr... membahas kewajiban

pemberiannya.

11 Integrating Included Mahar diposisikan  sebagai
Religious and kewajiban finansial religius dan
Customary dibandingkan dengan kewajiban
Financial finansial adat.

Obligations...

12 Indexation of Included Membahas relasi creditor—
Mahr  (Dower)... debtor, pembayaran, nilai
Iran nominal, inflasi, dan daya beli

mahar.

13 Position and Included Membahas kewajiban suami,
Number of jumlah atau nilai mahar, dan
Dowries in regulasinya.

Muslim Countries

17 Enforceability of Included Fokus pada  keberlakuan
Mahr under a kewajiban mahr, pembayaran,
Shart‘a Law- serta kondisi perceraian dan
Based Contract... kematian.

19 Marriages among  Included Pemeriksaan  teks lengkap
the  Tobol-Irtysh menunjukkan pembahasan
Tatars... substantif mengenai mahr dan

hak properti perempuan.

20 Explaining Included Mahar menjadi objek utama
Marriage dan dianalisis dari sisi jumlah,
Payments: Mahr pembayaran, beban ekonomi,
among Omanis dan faktor penentu nilai.

22 Rejuvenating the Included Membahas mahr sebagai hak
Practice of Mahr finansial, kemampuan
for Muslim pembayaran, nilai, dan
Women's mekanisme pembiayaan.
Financial
Empowerment...

28 Delayed Mahar: Included Full conference paper yang

The Perspective of
Islamic and
Customary Law

secara langsung membahas
penundaan, pembayaran
sebagian, dan mahar sebagai
utang.
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Kode Judul ringkas Keputusan Dasar Keputusan
akhir
30 Matrimonial Gifts  Included Mahr/sadag menjadi  objek
in Early Islamic substantif dan dibahas dalam
Egypt bentuk pembayaran di muka dan

pembayaran tertunda.

Sumber: Penulis (2026)

Dari tabel 2, artikel yang diterima yaitu dokumen No. 1, 3, 4, 7, 9, 11,
12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, dan 30 yang selanjutnya akan digunakan untuk
sintesis analisis.

3.3. EKSTRAKSI DAN SINTESIS DATA

Ekstraksi terhadap 14 artikel mempertahankan terminologi asli agar konsep
tidak langsung dialinkan ke istilah accounting. Data yang dikumpulkan
mencakup karakteristik studi, hak dan kewajiban, bentuk dan nilai mahar,
pembayaran, penangguhan, kewajiban yang belum dipenuhi, utang,
dokumentasi, penyelesaian klaim, serta perubahan nilai. Setiap data dilengkapi
dengan bukti tekstual agar dapat ditelusuri ke sumbernya.

Sintesis RQ1 membandingkan kesamaan, perbedaan, dan hubungan
konseptual antardokumen. Istilah serupa dikelompokkan dengan tetap
membedakan deferred/delayed, unpaid/outstanding/owed, dan debt. Kategori
utang hanya digunakan apabila sumber menyebutkannya atau secara substantif
mengonstruksikannya sebagai utang.

3.4. ANALISIS SEMIOTIKA PEIRCE

Analisis semiotika dilakukan setelah konstruksi RQ1 terbentuk. Urutan ini
memungkinkan tanda yang dianalisis benar-benar berasal dari artikel terpilih
dan tidak ditentukan terlebih dahulu berdasarkan perspektif peneliti. Relasi
triadik Peirce digunakan untuk membaca hubungan antara sign, object, dan
interpretant. Sign merujuk pada representasi yang ditemukan dalam literatur,
sedangkan object merujuk pada kondisi atau relasi yang direpresentasikan oleh
tanda tersebut. Interpretant merupakan makna yang terbentuk dari hubungan
keduanya dalam konteks artikel terpilih.

Pembacaan semiotik kemudian diinterpretasikan melalui perspektif
socio-cultural accounting. Pada tahap ini, perhatian tidak diarahkan untuk
mencari kesesuaian mahar dengan kategori accounting formal, tetapi untuk
memahami bagaimana hak, kewajiban, nilai, waktu, dokumentasi, dan
penyelesaian memperoleh makna di dalam relasi sosial, norma agama, praktik
budaya, serta institusi perkawinan. Dengan demikian, posisi accounting dalam
penelitian ini bersifat interpretatif, yaitu sebagai perspektif untuk memahami
pembentukan dan keberlangsungan kewajiban ekonomi dalam kehidupan
sosial.
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3.5. KETELITIAN DAN KETELUSURAN ANALISIS

Ketelitian analisis dijaga melalui analytical traceability yang menghubungkan
sumber, bukti tekstual, kode, kategori, dan interpretasi. Setiap kategori RQ1
dan sign dalam RQ2 harus dapat ditelusuri ke artikel terpilih, sedangkan
matriks ekstraksi digunakan sebagai audit trail.

Bukti sumber dipisahkan dari interpretasi peneliti. Istilah dan
pernyataan dalam artikel diperlakukan sebagai bukti, sedangkan
pengategorian, pembentukan interpretant, dan pembacaan melalui socio-
cultural accounting merupakan interpretasi dalam penelitian ini. Strategi ini
meningkatkan transparansi dan mengurangi pemaksaan konsep accounting
terhadap sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. KARAKTERISTIK PENELITIAN

Sebanyak 14 artikel memenuhi kriteria kelayakan, yaitu artikel No. 1, 3, 4, 7,
9,11, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 28, dan 30. Nomor artikel mengikuti kode sejak
tahap screening. ldentitas artikel yang beragam dari segi tahun, disiplin,
konteks geografis, dan orientasi pembahasan disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Karakteristik Artikel dalam Artikel terpilih Akhir

Kode Penulis Tahun Judul Sumber Sitasi
publikasi Scopus*
30 Rapoport 2000 Matrimonial Islamic Law and 45
Gifts in Early Society
Islamic Egypt
19 Bakieva 2010 Marriages Archaeology, 0
among the Ethnology and
Tobol-Irtysh Anthropology of
Tatars in the Eurasia
Late 18th—Early
20th Centuries
7 Fournier 2010 Flirting with International 18

God in Western  Journal of Law,
Secular Courts:  Policy and the

Mahr in the Family
West
13 Barkah 2014 The Position Ahkam: Jurnal 2
and Number of IImu Syariah
Dowries in
Muslim
Countries
12 Ansari- 2017 Indexation of Arab Law 5
Pour Mahr (Dower): Quarterly

A Precursor of
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Kode Penulis Tahun Judul Sumber Sitasi
publikasi Scopus*
the Law of
Inflation in Iran
28 Pandang 2018 Delayed IOP Conference 4
etal. Mabhar: The Series: Earth
Perspective of and
Islamic and Environmental
Customary Law Science
20 Safar 2018 Explaining Hawwa 6
Marriage
Payments:
Mahr among
Omanis
1 Yenti et 2020 A Set of Prayer Al-Risalah: 9
al. Outfits as a Forum Kajian
Mahar? Hukum dan
Discrimination Sosial
against Women  Kemasyarakatan
in the ‘Urf
Reality of the
Archipelago’s
Figh
4 Munir 2022 Financial Hamdard 2
Rights of Islamicus
Woman on the
Dissolution of
Her Marital
Relationship
and Death of
Her Husband in
Islamic Law
and Pakistani
Legal System
9 Eksidan 2024 Comparing Islamiyyat 0
Uddin Dowry System
and Mabhr:
Cultural
Practices
Versus Ottoman
Law in Turkish
Matrimonial
Traditions
17 Raman 2024 Enforceability International 1

of Mahr under
a Shari ‘a Law-

Journal of Law,
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Kode Penulis Tahun Judul Sumber Sitasi
publikasi Scopus*
Based Contract  Policy and the
in New Family
Zealand...
3 Asni et 2025  Sompa and Doi Samarah 0
al. Menre in Bugis
Bone Marriage
and Its
Settlement in
the Religious
Court from the
Perspective of
Maslahah
22 Jahangir 2025 Rejuvenating Journal of 5
dan Bulut the Practice of Islamic
Mahr for Accounting and
Muslim Business
Women's Research
Financial
Empowerment...
11 Muzainah 2025 Integrating Journal of 7
etal. Religious and Islamic Law
Customary
Financial
Obligations in
Banjarese
Marriages...

Sumber: Penulis (2026)

Artikel terpilih terdiri atas 14 publikasi pada periode 2000-2025
dengan sumber dan tradisi keilmuan yang beragam. Jumlah sitasi Scopus
hanya digunakan untuk menggambarkan karakteristik artikel, bukan sebagai
dasar pembobotan sintesis. Analisis didasarkan pada relevansi substantif
terhadap pertanyaan penelitian dan kecukupan bukti pada setiap sumber.

Tabel 4. Distribusi Artikel terpilih Berdasarkan Konteks Geografis

Konteks geografis Kode artikel Jumlah
Indonesia 1,3,11,28 4
Pakistan 4 1
Iran 12 1
Oman 20 1
Turki/Ottoman 9 1
Mesir Islam awal 30 1
Komunitas Tatar Siberia 19 1
Beberapa negara Muslim 13 1
Sistem hukum Barat 7,17 2
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Konteks Muslim/lintas wilayah 22 1

Total 14
Sumber: Data penelitian diolah (2026)

Artikel terpilih mencakup beragam konteks geografis dan, dengan
Indonesia sebagai konteks terbanyak, diikuti sistem hukum Barat serta
beberapa negara dan komunitas Muslim lainnya. Keragaman hukum, budaya,
sejarah, dan kelembagaan tersebut memungkinkan konstruksi mahar dianalisis
melampaui satu komunitas serta membantu mengidentifikasi kesamaan dan
variasi pemaknaan hak, kewajiban, nilai, waktu pembayaran, dan
penyelesaiannya

Tabel 5. Karakteristik Pendekatan Studi dalam Artikel terpilih

Pendekatan dominan Kode Karakteristik kajian
artikel

Hukum/normatif/doctrinal ~ 1,4,12, Mengkaji  kedudukan,  hak,
13 kewajiban, pembayaran, utang,

atau nilai mahar berdasarkan
ketentuan  dan  argumentasi
hukum.

Hukum komparatif 7,17 Membahas posisi dan
enforceability = mahr  dalam
lingkungan atau sistem hukum
yang berbeda.

Empiris/sosiolegal 3,28 Mengkaji praktik mahar dalam
masyarakat serta penyelesaian
persoalan yang berkaitan dengan
pelaksanaannya.

Historis/hukum-historis 9, 19, Menggunakan praktik, sumber,

30 atau dokumen historis untuk
menjelaskan bentuk, hak, dan
kewajiban yang berkaitan dengan

mahar.

Empiris berbasis 20 Mengkaji praktik pembayaran,

wawancara/survey nilai, negosiasi, dan bentuk
pemenuhan mahar dalam
masyarakat.

Normatif- 11 Membahas hubungan kewajiban

historis/kepustakaan finansial agama dan adat dalam
praktik perkawinan.

Pengembangan pendekatan 22 Menempatkan  mahar  dalam

keuangan persoalan hak finansial, nilai,
kemampuan pembayaran, dan
pemberdayaan ekonomi
perempuan.

Sumber: Data penelitian diolah (2026)
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Artikel terpilih menggunakan pendekatan hukum normatif, komparatif,
empiris, historis, sosiolegal, dan keuangan. Keragaman tersebut
memperlihatkan mahar sebagai ketentuan normatif sekaligus praktik yang
dinegosiasikan, dibayarkan, ditangguhkan, didokumentasikan, dan
diselesaikan. Sesuai dengan desain systematic integrative review, sintesis tidak
didasarkan pada keseragaman metode, melainkan pada representasi substantif
mengenai hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, dan penyelesaian
mahar.

4.2. KONSTRUKSI MAHAR SEBAGAI HAK, KEWAJIBAN, NILAI,
PEMBAYARAN, PENANGGUHAN, DAN UTANG

Sintesis 14 artikel menunjukkan bahwa mahar dikonstruksi melalui dimensi
hak, kewajiban, nilai, pembayaran, penangguhan, kewajiban yang belum
diselesaikan, utang, penyelesaian atau penegakan, dan perubahan nilai.
Hubungan antardimensi tidak selalu liniar karena dipengaruhi koleh onteks
hukum, sosial, budaya, dan historis. Perbedaan utama terletak pada
penangguhan, kewajiban yang belum diselesaikan, dan utang, karena mahar
yang ditangguhkan tidak selalu dikonstruksi sebagai utang.
Tabel 6. Sintesis Konstruksi Mahar dalam Artikel Terpilih

Konstruksi  Representasi Sintesis temuan Basis
yang ditemukan artikel
Hak Financial right, Mahar dikonstruksi 1, 4, 7,
exclusive right, sebagai hak perempuan 911,12,
right of wife, yang melekat dalam 13, 17,
proprietary right  hubungan perkawinan. 19, 20,
22, 28,
30
Kewajiban Religious Hak atas mahar 1, 3, 4,
obligation, legal berkorespondensi dengan 7, 9, 11,
obligation, kewajiban pihak pemberi 12, 13,
contractual untuk menyerahkan atau 17, 19,
obligation, memenuhi mahar. 20, 22,
obliged to pay 28, 30
Nilai Monetary value, Mahar direpresentasikan 1, 3, 4,
material value, sebagai sesuatu yang 7, 9, 11,
amount, mempunyai nilai atau 12, 13,
property, gold jumlah yang dapat 17, 19,
ditentukan, disepakati, 20, 22,
atau dinegosiasikan. 28, 30
Pembayaran  Prompt, Pemenuhan mahar dapat 1, 3, 4,
advance, partial dilakukan secaralangsung, 7, 9, 11,
payment, di muka, sebagian, 12, 13,
installment, bertahap, ataupun pada 17, 19,
paid/delivered waktu berikutnya. 20, 22,

28, 30
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Konstruksi  Representasi Sintesis temuan Basis
yang ditemukan artikel
Penangguha  Deferred Penangguhan menggeser 1, 4, 7,
n mahr/dower/sada waktu pemenuhan ke masa 9, 11, 12,
g, delayed mahar mendatang tanpa secara 13, 17,
otomatis menghilangkan 19, 20,
hak penerima dan 22, 28,
kewajiban pemberi. 30
Kewajiban Unpaid, Sebagian artikel 4, 17,
belum outstanding, menunjukkan adanya 19, 30
terselesaikan  owed mahar yang masih belum
dipenuhi setelah
kewajiban terbentuk atau
jatuh tempo.
Utang Debt, binding Pada sebagian artikel, 11, 12,
debt, monetary kewajiban mahar yang 13, 28,
debt, creditor- belum dipenuhi 30
debtor,  mahar dikonstruksi secara
terutang eksplisit sebagai utang.
Penyelesaia  Settlement, Hak yang belum terpenuhi 3, 4, 7,
n/penegakan  enforcement, dapat menjadi objek klaim 12, 13,
claim, court atau penyelesaian melalui 17, 19,
order, payable mekanisme sosial maupun 30
hukum.
Perubahan Inflation, Jarak  waktu antara 12
nilai indexation, penetapan dan
purchasing pembayaran dapat
power menimbulkan  persoalan

perubahan nilai mahar.

Sumber: Hasil sintesis artikel terpilih (2026)

Konstruksi yang paling konsisten adalah hubungan antara hak
perempuan (financial, exclusive, wife, dan proprietary right) dan kewajiban
pemberi mahar (religious, legal, dan contractual obligation serta obliged to
pay). Hubungan tersebut mencakup bentuk dan nilai mahar—seperti uang,
emas, properti, barang, dan jasa—serta mekanisme pemenuhannya secara
langsung, di muka, sebagian, bertahap, atau pada waktu yang disepakati.

Dimensi waktu ditemukan dalam 13 dari 14 artikel melalui istilah
deferred mahr, deferred dower, deferred sadag, dan delayed mahar. Hal ini
menunjukkan bahwa mahar tidak selalu diselesaikan saat akad dan dapat
menjadi payable setelah kondisi tertentu terpenuhi. Namun, penangguhan
berbeda dari kewajiban yang belum diselesaikan. Deferred atau delayed
menunjukkan pengaturan waktu pembayaran, sedangkan unpaid, outstanding,
dan owed menunjukkan kewajiban yang belum dipenuhi. Artikel No. 17,
misalnya, menunjukkan bahwa deferred mahr menjadi utang setelah
perceraian.
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Konstruksi utang ditemukan secara terbatas dalam lima artikel melalui
istilah debt, binding debt, monetary debt, dan creditor—debtor. Artikel No. 11
menyebut mahar yang belum dipenuhi sebagai binding debt upon the husband,
sedangkan Artikel No. 12 menempatkan money-dower dalam relasi creditor—
debtor. Artikel No. 13 dan 28 juga menggambarkan mahar yang belum
diselesaikan sebagai utang.

Penyelesaian atau penegakan kewajiban ditemukan dalam delapan
artikel melalui klaim, penyelesaian sengketa, proses pengadilan, dan
perubahan kewajiban menjadi payable. Artikel No. 12 juga membahas
perubahan nilai mahar akibat inflasi dan penggunaan indeksasi untuk
menyesuaikan nilai pembayaran.

4.3. PEMBACAAN SEMIOTIKA PEIRCE ATAS KEWAJIBAN MAHAR

Analisis semiotik mengidentifikasi empat kelompok makna kewajiban mahar,

yaitu pembentukan kewajiban, pemenuhan dan waktu, keberlanjutan

kewajiban, serta representasi dan penyelesaian. Kelompok tersebut tidak selalu

bersifat berurutan, tetapi mencerminkan pola makna dalam artikel yang dipilih.
Tabel 7. Matriks Semiotika Peirce atas Kewajiban Mahar

Kelompok Tanda Object Interpretant Basis
makna dalam artikel
artikel
terpilih
Pembentukan  Financial/ex Hak Mahar 4, 11,
kewajiban clusive/prop  perempuan  merepresentasi 17, 22
rietary right  atas mahar kan hak yang
melekat pada
pihak penerima
Pembentukan  Religious/le ~ Kewajiban Mahar 11, 17,
kewajiban gal/contract  pemberi merepresentasi 22
ual mahar kan tanggung
obligation jawab yang
mengikat pihak
pemberi
Pembentukan ~ Monetary/m  Nilai mahar  Kewajiban 12,17
kewajiban aterial value mempunyai
objek atau nilai
yang dapat
ditentukan
Pemenuhan Prompt/adv.  Pemenuhan  Pembayaran 4, 12,
dan waktu ance/partial ~ kewajiban merepresentasi 17, 30
payment/inst kan  realisasi
allment sebagian atau
seluruh

kewajiban
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Kelompok Tanda Object Interpretant Basis
makna dalam artikel

artikel
terpilih
Pemenuhan Deferred/del Penundaan  Waktu 11, 17,
dan waktu ayed mahr waktu pemenuhan 22,30
pemenuhan  berpindah ke
masa  depan
sementara
kewajiban
dapat tetap
melekat
Pemenuhan Unpaid/outs  Bagian Menandakan 4, 17,
dan waktu tanding/owe  kewajiban adanya 19, 30
d yang belum pemenuhan
dipenuhi kewajiban
yang belum
selesai
Keberlanjutan ~ Debt/bindin ~ Kewajiban Kewajiban 11, 12,
kewajiban g debt mahar yang  belum 13, 28,
sebagai diselesaikan 30
utang pada konteks
tertentu
memperoleh
status sebagai
utang
Keberlanjutan ~ Creditor— Relasi Utang 12
kewajiban debtor pihak yang menempatkan
berhak dan para pihak
pihak yang dalam  posisi
berkewajiba  hak dan
n kewajiban
yang
berkoresponde
nsi
Representasi Written Dokumenta  Kewajiban 17, 19,
dan record/marri  si kewajiban dibuat  dapat 30
penyelesaian age contract ditelusuri dan
dibuktikan
sepanjang
waktu
Representasi Claim/enfor ~ Pemenuhan  Hak yang 3,4,7,
dan cement/settle  dan belum 12, 13,
penyelesaian ment penyelesaia  terpenuhi dapat 17, 19,
n hak tetap diklaim 30
atau

ditegakkan
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Kelompok Tanda Object Interpretant Basis
makna dalam artikel
artikel
terpilih
sampai
kewajiban
diselesaikan
Representasi Indexation/i  Pemelihara  Perubahan 12
dan nflation an nilai waktu  dapat
penyelesaian adjustment mahar menyebabkan
nominal awal
tidak lagi
merepresentasi
kan daya beli
yang sama

Sumber: Hasil analisis artikel terpilih (2026)

Pada kelompok pembentukan kewajiban, tanda financial right,
exclusive right, proprietary right, religious obligation, dan contractual
obligation merujuk pada hak perempuan atas mahar dan kewajiban pihak
pemberi. Interpretant-nya menunjukkan bahwa mahar merupakan hak yang
melekat pada penerima dan tanggung jawab yang mengikat pemberi. Tanda
monetary value dan material value menunjukkan bahwa kewajiban tersebut
memiliki nilai yang dapat ditentukan.

Kelompok pemenuhan dan waktu ditandai dengan prompt, advance,
partial payment, installment, deferred, dan delayed mahr. Pembayaran
merepresentasikan realisasi kewajiban, sedangkan deferred dan delayed
menunjukkan pemindahan waktu pemenuhan kewajiban. Artikel No. 17
menunjukkan bahwa deferred dowry menjadi utang setelah perceraian. Hal ini
menunjukkan bahwa perubahan waktu pembayaran tidak menghapus
kewajiban. Namun, unpaid, outstanding, dan owed berbeda dari deferred
karena menunjukkan kewajiban yang belum dipenuhi. Artikel No. 4, misalnya,
mencatat bahwa sebagian dower telah dibayarkan, sedangkan sisanya masih
outstanding.

Kelompok keberlanjutan kewajiban ditandai oleh debt, binding debt,
dan creditor—debtor. Artikel No. 11 menyebut binding debt upon the husband,
sedangkan Artikel No. 12 menempatkan money-dower dalam relasi creditor—
debtor. Interpretant-nya menunjukkan bahwa kewajiban yang belum
diselesaikan dalam konteks tertentu tetap mengikat pihak pemberi dan
mempertahankan posisi pihak penerima.

Kelompok representasi dan penyelesaian ditandai oleh written record,
marriage contract, claim, enforcement, dan settlement. Dokumentasi
memungkinkan kewajiban dicatat dan ditelusuri. Artikel No. 30 menunjukkan
pencatatan pembayaran advance, bagian deferred, dan penegasan kembali
kewajiban tertulis. Sementara itu, claim, enforcement, dan settlement
menunjukkan bahwa hak yang belum dipenuhi dapat dituntut atau
diselesaikan.
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Tanda indexation dan inflation adjustment pada artikel No. 12
menunjukkan upaya mempertahankan nilai mahar ketika daya beli berubah.
Interpretant-nya adalah bahwa nominal awal dapat kehilangan kesetaraan nilai
ekonomi akibat perubahan waktu. Karena hanya ditemukan secara kuat dalam
satu artikel, temuan ini tidak dapat digeneralisasi.

4.4. PEMBAHASAN RQ1: KONSTRUKSI MAHAR SEBAGAI HAK,
KEWAIJIBAN, NILAI, PEMBAYARAN, PENANGGUHAN, DAN
UTANG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar tidak hanya dipahami sebagai
pemberian dalam perkawinan, tetapi juga sebagai relasi hak dan kewajiban
yang memiliki nilai serta mekanisme pemenuhan, baik secara langsung
maupun secara tertunda. Konstruksi ini ditemukan dalam berbagai konteks
hukum, sosial, budaya, dan historis, termasuk hak finansial perempuan, praktik
komunitas lokal, enforceability dalam sistem hukum Barat, serta dokumentasi
historis (Bakieva, 2010; Fournier, 2010; Munir, 2022; Rapoport, 2000).
Keragaman konteks tersebut menunjukkan bahwa bentuk praktik mahar dapat
berbeda, tetapi relasi hak, kewajiban, nilai, dan pemenuhan tetap menjadi
unsur yang menonjol.

4.4.1. Mahar sebagai Relasi Hak dan Kewajiban Ekonomi

Konstruksi hak merupakan salah satu pola yang paling konsisten dalam artikel
terpilih. Mahar ditempatkan sebagai hak perempuan atas sesuatu yang bernilai,
sedangkan pihak pemberi muncul dengan kewajiban untuk memenuhi hak
tersebut. Posisi ini terlihat, misalnya, dalam pembahasan mengenai hak
finansial perempuan dalam hukum Islam dan sistem hukum Pakistan, mahar
sebagai hak finansial perempuan, serta hak proprietary dan contractuals dalam
perkara penegakan mahr (Jahangir & Bulut, 2025; Munir, 2022; Raman, 2024).
Dalam konteks masyarakat Banjar, hak tersebut juga berkaitan dengan
kewajiban agama yang menempatkan istri sebagai pihak yang berhak
menerima mahar (Muzainah et al., 2025). Konstruksi mahar dapat diartikan
tidak semata-mata berpusat pada objek yang diberikan, melainkan pada
hubungan antara pihak yang mengajukan klaim dan pihak yang bertanggung
jawab untuk memenuhinya.

Relasi tersebut juga terlihat dalam konteks sosial dan budaya yang
berbeda. Studi mengenai praktik sompa menunjukkan bahwa mahar memiliki
konsekuensi kewajiban yang dapat berlanjut hingga penyelesaian sengketa,
sedangkan studi mengenai praktik mahar dalam konteks adat menunjukkan
bahwa pemenuhannya dapat dinegosiasikan dan disesuaikan dengan kondisi
para pihak (Asni et al., 2025; Pandang et al., 2018). Perbandingan antara sistem
dowry dan mahr juga menunjukkan bahwa mahr memiliki kedudukan
kewajiban yang berbeda karena dibentuk oleh norma perkawinan Islam dan
tradisi hukum yang melingkupinya (Eksi & Uddin, 2024). Kajian tentang
praktik mahar di Oman juga memperlihatkan bahwa nilai dan pembayaran
mahar berada dalam proses sosial yang melibatkan penentuan jumlah dan
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bentuk pembayaran (Safar, 2018). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa
hak dan kewajiban ekonomi dalam mahar beroperasi dalam relasi sosial, bukan
terpisah dari konteks yang melahirkannya.

Pembacaan tersebut selaras dengan pandangan yang menempatkan
accounting sebagai praktik sosial dan institusional. Accounting tidak hanya
merepresentasikan realitas ekonomi yang telah tersedia, tetapi juga beroperasi
dalam lingkungan sosial dan institusional yang turut memberi makna pada
praktik ekonomi (Potter, 2005). Perhatian terhadap accounting dalam
kehidupan sehari-hari juga menunjukkan bahwa nilai, pengukuran, dan praktik
ekonomi dapat hadir dalam ruang sosial yang lebih luas daripada organisasi
bisnis formal (Jeacle, 2009). Karena itu, hak dan kewajiban mahar dapat dibaca
sebagai realitas ekonomi yang memperoleh makna melalui perkawinan,
agama, hukum, dan praktik masyarakat.

Dimensi agama semakin memperjelas karakter tersebut. Hubungan
antara keyakinan religius dan praktik ekonomi maupun accounting
menunjukkan bahwa kategori ekonomi tidak sepenuhnya terpisah dari nilai
yang hidup dalam masyarakat (Herda et al., 2013). Agama juga dapat berperan
dalam membentuk praktik dan budaya accountability karena norma religius
menyediakan dasar bagi pembentukan tanggung jawab dan hubungan
antarpihak (Mutch, 2016). Dalam mahar, dasar kewajiban tidak hanya berasal
dari pertukaran ekonomi, tetapi juga dari norma perkawinan Islam yang
mengakui hak penerima dan kewajiban pemberi. Temuan ini memperlihatkan
bahwa kewajiban ekonomi tidak selalu bermula dari transaksi pasar, tetapi
dapat lahir dari relasi sosial yang dilegitimasi oleh agama, hukum, dan budaya.

4.4.2.  Nilai dan Pemenuhan Kewajiban Mahar

Hak atas mahar tidak bersifat abstrak karena berhubungan dengan sesuatu yang
bernilai. Artikel terpilih menunjukkan mahar dalam bentuk uang, emas,
properti, barang, maupun bentuk bernilai lainnya. Besaran dan bentuk tersebut
dapat ditentukan, disepakati, atau dipengaruhi oleh praktik sosial dan hukum
yang berlaku (Barkah, 2014; Munir, 2022; Safar, 2018). Pembahasan
mengenai perangkat ibadah sebagai mahar juga menunjukkan bahwa apa yang
dinilai dan diakui sebagai mahar dapat memiliki bentuk yang berbeda sesuai
dengan konteks sosial dan praktik perkawinan (Yenti et al., 2020).

Variasi nilai tersebut diikuti oleh variasi dalam mekanisme pemenuhan.
Literatur membedakan pembayaran secara langsung, pembayaran di muka,
pembayaran sebagian, angsuran, dan bagian yang ditangguhkan (Barkah,
2014; Rapoport, 2000; Safar, 2018). Sumber historis bahkan memperlihatkan
pembagian yang jelas antara advance dan deferred sadag, yang menunjukkan
bahwa dimensi jumlah dan waktu telah menjadi bagian dari praktik pemenuhan
mahar pada periode yang jauh lebih awal (Rapoport, 2000). Nilai mahar
disimpulkan dari pertanyaan tentang siapa yang berhak, apa yang harus
diberikan, serta kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus dipenuhi.

Dari sudut socio-cultural accounting, hubungan antara nilai dan
pemenuhan ini penting karena memperlihatkan bahwa nilai ekonomi tidak
selalu muncul sebagai angka yang berdiri sendiri. Nilai berada dalam relasi
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sosial dan institusional yang menentukan makna, kepemilikan, dan kewajiban
terhadap nilai tersebut. Posisi ini konsisten dengan pemahaman accounting
sebagai praktik yang tertanam dalam kehidupan sosial dan institusional
(Jeacle, 2009; Potter, 2005). Persoalan mahar tidak hanya berhubungan dengan
“berapa nilai” yang diberikan, tetapi juga dengan cara masyarakat menetapkan,
mempertahankan, dan memenuhi hak yang melekat pada nilai tersebut.

4.4.3. Penangguhan, Waktu, dan Konstruksi Utang Mahar

Temuan utama menunjukkan bahwa penangguhan tidak identik dengan utang.
Istilah deferred dan delayed menunjukkan pemenuhan pada masa mendatang,
sedangkan unpaid, outstanding, atau owed menandakan kewajiban yang belum
dipenuhi. Kewajiban baru dikonstruksi sebagai utang apabila sumber secara
eksplisit menggunakan istilah debt atau binding debt. Perbedaan ini konsisten
dengan hasil coding penelitian.

Perbedaan ini terlihat jelas apabila beberapa artikel dibandingkan.
Dalam pembahasan dower di Pakistan, terdapat bagian yang dibayar dan
bagian yang tetap outstanding, tetapi terminologi tersebut tidak secara
otomatis diubah menjadi debt (Munir, 2022). Dalam konteks penegakan mahr,
deferred mahr dapat menjadi owed ketika kondisi yang disepakati telah terjadi,
seperti perceraian, tanpa harus sejak awal diasumsikan sebagai utang (Raman,
2024). Sebaliknya, penelitian di Banjar secara eksplisit menyatakan bahwa
mahar yang belum dipenuhi merupakan binding debt upon the husband
(Muzainah et al., 2025). Pada praktik delayed mahar, ketidakmampuan
memenuhi seluruh nilai mahar juga dapat menghasilkan bagian yang menjadi
debt (Pandang et al., 2018). Konstruksi utang juga ditemukan dalam
pembahasan “mahar yang masih terutang” dalam kajian lintas negara Muslim
(Barkah, 2014). Bukti-bukti tersebut mendukung keputusan untuk tidak
menyamakan seluruh kewajiban tertunda dengan utang.

Pembahasan mengenai mahar di Iran memperlihatkan konstruksi yang
lebih eksplisit. Money-dower dibahas melalui terminologi debt, creditor, dan
debtor, sehingga hubungan antarpihak tidak hanya ditunjukkan melalui
nominal yang belum dibayar, tetapi juga melalui posisi pihak yang memiliki
hak dan pihak yang masih memiliki kewajiban (Ansari-Pour, 2017). Temuan
tersebut memperlihatkan bahwa status utang berhubungan dengan
keberlanjutan hubungan hak—kewajiban, bukan hanya dengan fakta bahwa
pembayaran belum dilakukan.

Pembacaan ini beririsan dengan kajian tentang socio-economy of debt
yang memandang utang melalui dimensi material sekaligus relasional. Utang
berada dalam struktur hubungan dan interdependensi sosial sehingga
maknanya tidak sepenuhnya dapat direduksi menjadi transaksi moneter
(Guérin & Venkatasubramanian, 2022). Kajian mengenai utang dalam relasi
sosial juga menunjukkan bahwa kewajiban dapat memiliki keberlangsungan
yang panjang dan tetap memengaruhi hubungan antarpihak meskipun waktu
telah berlalu (Smith, 2024). Walaupun konteks penelitian tersebut berbeda dari
mahar, keduanya memperkuat pembacaan bahwa dapat memiliki keberadaan
sosial di luar nilai materialnya.
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Dimensi waktu dengan demikian menjadi penting. Deferred mahr
menci Dengan demikian, dimensi waktu menjadi penting. Deferred mahr
menciptakan jarak antara terbentuknya kewajiban dan waktu pemenuhan
kewajiban. Selama periode tersebut, hak penerima tetap dapat dipertahankan.
Studi historis pada komunitas Tatar memperlihatkan keberadaan bagian mahar
yang belum dibayarkan, sementara sumber Mesir Islam awal menunjukkan
bagian deferred sadaq yang tetap didokumentasikan dan dapat dipenuhi pada
waktu kemudian (Bakieva, 2010; Rapoport, 2000). Disimpulkan bahwa waktu
bukan sekadar informasi tentang tanggal pembayaran, tetapi juga menjadi
bagian dari keberlanjutan hak dan kewajiban.

Dimensi waktu dengan demikian menjadi penting karena deferred mahr
menciptakan jarak antara terbentuknya kewajiban dan waktu pemenuhan
kewajiban tersebut. Selama periode tersebut, hak penerima tetap dapat
dipertahankan. Studi historis pada komunitas Tatar memperlihatkan
keberadaan bagian mahar yang belum dibayarkan, sementara sumber Mesir
Islam awal menunjukkan bagian deferred sadaq yang tetap didokumentasikan
dan dapat dipenuhi pada waktu kemudian (Bakieva, 2010; Rapoport, 2000).
Temuan ini menunjukkan bahwa waktu tidak hanya berkaitan dengan kapan
pembayaran dilakukan, tetapi juga dengan keberlanjutan hak dan kewajiban
yang belum diselesaikan.

Utang mahar berdasarkan uraian di atas, dapat dibaca sebagai
kewajiban relasional bernilai. Pembacaan ini tidak berarti bahwa setiap
deferred mahr secara otomatis merupakan utang. Hasil penelitian
menunjukkan adanya perbedaan konseptual antara pengaturan waktu
pemenuhan (deferred/delayed), kewajiban yang pemenuhannya belum selesai
(unpaid/outstanding/owed), dan kewajiban yang secara eksplisit dikonstruksi
sebagai utang (debt/binding debt). Ketiga konstruksi tersebut saling
berhubungan, tetapi memiliki makna yang berbeda dan tidak selalu muncul
secara berurutan dalam setiap praktik mahar.

4.5. PEMBAHASAN RQ2: PEMAKNAAN KEWAJIBAN MAHAR
MELALUI SEMIOTIKA PEIRCE DAN SOCIO-CULTURAL
ACCOUNTING

Hasil RQ2 menunjukkan bahwa kewajiban mahar direpresentasikan melalui
tanda yang mencakup hak, kewajiban, nilai, pembayaran, waktu, bagian yang
belum dipenuhi, utang, dokumentasi, dan penyelesaian. Semiotika Peirce
digunakan sebagai perangkat interpretatif untuk membedakan sign, object, dan
interpretant, bukan sebagai tradisi ‘“Peircean accounting”. Pendekatan ini
ditempatkan dalam kajian accounting yang menekankan interpretasi,
representasi, makna, dan konstruksi sosial. (Lukka & Modell, 2017; Parker,
2008).

45.1. Tanda dalam Pembentukan dan Keberlanjutan Kewajiban

Tanda pertama yang muncul berkaitan dengan pembentukan posisi hak dan
kewajiban. Istilah financial right, exclusive right, dan proprietary right
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merepresentasikan posisi penerima, sedangkan religious obligation dan
contractual obligation merepresentasikan pihak yang harus memenuhi
kewajiban tersebut. Beberapa artikel menunjukkan kedua posisi tersebut
secara cukup eksplisit (Jahangir & Bulut, 2025; Muzainah et al., 2025; Raman,
2024). Dalam relasi Peirce, tanda-tanda tersebut menunjuk pada objek berupa
hubungan hak dan kewajiban, sedangkan interpretant yang terbentuk
menunjukkan bahwa mahar dipahami sebagai tanggung jawab yang mengikat
pihak tertentu.

Peran tanda menjadi semakin penting ketika kondisi kewajiban berubah
seiring waktu. Deferred mahr menandai pemindahan waktu pembayaran;
outstanding atau owed menandai pemenuhan yang belum selesai; sementara
binding debt atau debt merepresentasikan status kewajiban yang lebih tegas
(Munir, 2022; Muzainah et al., 2025; Pandang et al., 2018; Raman, 2024).
Dengan membaca istilah tersebut sebagai tanda, penelitian dapat
mempertahankan perbedaan makna antarkategori dan menghindari
penyederhanaan bahwa semua pembayaran yang tertunda merupakan utang.

Pembacaan terhadap tanda dan representasi tersebut dapat ditempatkan
dalam tradisi penelitian interpretatif dalam accounting. Penelitian interpretatif
memberi perhatian pada cara aktor, praktik, dan representasi membentuk
pemahaman tentang realitas accounting (Dey, 2017; Lukka & Modell, 2017).
Accounting juga menggunakan berbagai bentuk inscriptions yang bukan
sekadar mencerminkan realitas secara pasif, tetapi memungkinkan realitas
tertentu menjadi dapat dikenali, dipertukarkan, dan diperdebatkan (Busco &
Quattrone, 2018). Kajian visual dalam accounting juga menunjukkan
bagaimana representasi dapat membawa makna budaya dan simbolik yang
tidak dapat direduksi menjadi informasi numerik semata (Ahn & Jacobs,
2018). Literatur tersebut tidak digunakan untuk mengklaim bahwa penelitian
accounting telah lazim menggunakan Peirce, melainkan untuk menunjukkan
bahwa perhatian terhadap makna dan representasi memiliki tempat dalam
tradisi interpretif accounting.

4.5.2. Dokumentasi, Tanda, dan Akuntabilitas Kewajiban Mahar

Salah satu temuan RQ2 yang penting adalah keberadaan written record dan
marriage contract. Sumber historis Mesir Islam awal menunjukkan dokumen
yang mencatat pembayaran bagian advance, kewajiban atas bagian deferred,
waktu pembayaran, dan pengakuan atas nilai yang masih owed (Rapoport,
2000). Praktik dokumentasi juga ditemukan dalam sumber lain yang
memperlihatkan hubungan antara kontrak, jumlah mahar, waktu pembayaran,
dan penegakan kewajiban (Bakieva, 2010; Raman, 2024). Bukti ini
mendukung pembacaan bahwa kewajiban dapat direpresentasikan dan
dipertahankan melalui dokumen sepanjang waktu.

Dokumentasi kewajiban mahar tampak secara khusus pada artikel No.
17 dan No. 30. Artikel No. 17 memuat kontrak perkawinan yang menetapkan
deferred dowry, sedangkan artikel No. 30 menunjukkan pencatatan bagian
advance, bagian deferred, dan kewajiban yang masih harus dipenuhi (Raman,
2024; Rapoport, 2000). Dalam pembacaan Peirce, dokumentasi tersebut
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berfungsi sebagai sign yang merujuk pada kewajiban mahar sebagai object,
dengan interpretant bahwa kewajiban dapat tetap dikenali dan ditelusuri
meskipun waktu telah berlalu.Fungsi tersebut memiliki titik temu dengan
literatur mengenai dokumentasi dan accountability. Keberadaan dokumen
memungkinkan tindakan, keputusan, dan kewajiban dirujuk kembali sehingga
mendukung keterlacakan dan pertanggungjawaban (Meijer, 2003).
Representasi informasi juga berada dalam struktur accountability yang lebih
luas karena informasi memperoleh arti melalui hubungan antara pihak yang
memberikan account dan pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban
(Dillard, 2008). Dalam konteks mabhar, relasi tersebut terlihat ketika dokumen
bertemu dengan praktik claim, enforcement, dan settlement.

Klaim dan penegakan ditemukan dalam berbagai konteks hukum
maupun sosial. Sengketa mengenai sompa dapat memasuki penyelesaian
pengadilan; outstanding dower dapat menjadi objek tuntutan; dan deferred
mahr dapat ditegakkan ketika syarat jatuh temponya terpenuhi (Asni et al.,
2025; Munir, 2022; Raman, 2024). Sumber historis juga memperlihatkan
bahwa kewajiban tertulis dapat dirujuk kembali setelah berlalunya waktu
(Rapoport, 2000). Dokumentasi tidak secara langsung menyelesaikan
kewajiban, tetapi berperan dalam mempertahankan informasi yang
memungkinkan hak tetap dikenali, ditelusuri, dan pada kondisi tertentu
diajukan untuk pemenuhan.

Dalam perspektif socio-cultural accounting, pencatatan nilai,
pembayaran, dan bagian outstanding menjaga visibilitas serta jejak hak dan
kewajiban. Relevansinya bukan sebagai sistem accounting formal, melainkan
sebagai representasi nilai, pemeliharaan informasi, dan pertanggungjawaban
atas pemenuhannya.

4.5.3. Membaca Utang Mahar melalui Socio-Cultural Accounting

Penggabungan hasil RQ1 dan pembacaan semiotik RQ2 menunjukkan bahwa
kewajiban mahar tertanam dalam hubungan perkawinan dan dipengaruhi oleh
agama, hukum, budaya, dan praktik sosial. Posisi ini sejalan dengan pandangan
bahwa accounting merupakan praktik sosial dan institusional (Potter, 2005)
serta dapat dijumpai dalam praktik keseharian yang membentuk dan dibentuk
oleh konteks budaya (Jeacle, 2009). Relevansi mahar terhadap accounting
tidak bergantung pada keberadaan laporan keuangan atau sistem double-entry,
melainkan pada bagaimana nilai, hak, kewajiban, waktu, bukti, dan
pertanggungjawaban dibentuk dan dipertahankan.

Dimensi religius turut membentuk daya ikat mahar melalui norma
Islam yang melegitimasi hak dan kewajiban. Hal ini sejalan dengan penelitian
mengenai hubungan nilai keagamaan dengan praktik ekonomi dan accounting
(Herda et al., 2013; Joannidés de Lautour, 2016), serta peran agama dalam
membentuk budaya accountability (Mutch, 2016). Temuan ini memperluas
pemahaman tersebut ke praktik perkawinan, ketika daya ikat ekonomi
terbentuk melalui relasi religius dan sosial.

Istilah deferred, outstanding, owed, dan debt merepresentasikan kondisi
kewajiban mahar yang berbeda dan tidak selalu menunjukkan liabilitas secara
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formal. Semiotika Peirce menjelaskan representasi tersebut melalui relasi
sign—object—interpretant, sedangkan socio-cultural accounting menafsirkan
maknanya dalam konteks sosial, budaya, religius, dan institusional.

Penelitian ini mengusulkan utang mahar sebagai value-bearing
relational obligation, yaitu kewajiban bernilai yang lahir dari relasi sosial,
melibatkan pihak yang berhak dan berkewajiban, bertahan sepanjang waktu,
serta dapat didokumentasikan, diklaim, dan diselesaikan. Konsep ini tidak
bersifat universal karena mahar tertunda hanya dipahami sebagai utang apabila
didukung oleh sumber.

5. SIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa mahar merupakan relasi hak dan kewajiban
bernilai yang dapat dibayar langsung atau ditangguhkan. Namun, deferred
mahr tidak otomatis menjadi utang. Konstruksi utang hanya muncul ketika
literatur menggunakan istilah debt, binding debt, atau creditor—debtor. Melalui
semiotika Peirce dan perspektif socio-cultural accounting, penelitian ini
mengusulkan utang mahar sebagai value-bearing relational obligation, yaitu
kewajiban bernilai yang lahir dari relasi sosial dan tetap mengikat sepanjang
waktu.

Temuan ini memperluas pemahaman accounting bahwa kewajiban
ekonomi dapat muncul dari institusi sosial, bukan hanya dari transaksi formal.
Keterbatasan penelitian terletak pada penggunaan artikel Scopus dan
keragaman disiplin serta konteks geografis, sehingga hasilnya tidak bersifat
universal. Penelitian selanjutnya dapat memperluas sumber literatur,
membandingkan konteks budaya dan hukum, serta menguji konsep tersebut
secara empiris pada mahar dan kewajiban ekonomi berbasis relasi sosial
lainnya.

6. PERNYATAANETIS

Penulis menyatakan bahwa artificial intelligence (Al) digunakan secara
terbatas, etis, dan bertanggung jawab dalam penyusunan artikel ini. ai hanya
digunakan untuk membantu penyuntingan bahasa, meliputi perbaikan tata
bahasa, struktur kalimat, kejelasan, dan keterbacaan naskah. ai tidak digunakan
untuk merumuskan ide penelitian, mengumpulkan atau menganalisis data,
menafsirkan hasil, menyusun kesimpulan, maupun menentukan referensi.
Seluruh substansi ilmiah, keakuratan informasi, analisis, interpretasi, dan
tanggung jawab akademik atas artikel ini sepenuhnya berada di tangan penulis.
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